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MOTTO 
 
 ا اهاعْسُو َّلَِإ اًسْفا ن ُهَّللا ُفِّل اكُي الَ  ۚ ْتب اساتْكاااما اه ْ يالاع او تاب اس اكااما اهال  ۚ  
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya”.(Al-Baqarah: 286). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
 x 
 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
 xi 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 xii 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
 
 xiii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضور لافطلأا  Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 xiv 
 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 xv 
 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
 xvi 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 امو دمحم لاإ لوسر  Wa ma> Muhaamdun illa> 
rasu>l 
 دمحلا لله بر نيملاعلا  Al-hamdu lillhi rabbil 
'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi‟il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 نإو للها وهل نيقزارلاريخ  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 
2 اوفوأف ليكلا نازيملاو  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
 xvii 
 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
NUNUNG NURJANAH, NIM 152111153, “Sistem Pengelolaan 
Keuangan Elektronik Tol Perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004  (Studi 
Kasus Tol Jalur Solo-Semarang)”. 
Penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi yang terjadi yaitu 
semua bidang dapat dikendalikan melalui kecanggihan tehnologi. Dalam hal ini, 
yaitu fenomena pembayaran jasa menggunakan e-Toll ( Elektronik Tol). Secara 
spesifik penelitian ini meneliti tentang system pembiayaan dan pemberlakuan 
diskon yang terdapat dalam transaksi kartu elektronik tersebut dalam perspektif 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 dan Fikih Muamalah, dengan tujuan penelitian 
yaitu sistem pembiayaan ini sesuai atau terdapat penyimpangan terhadap prinsip 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 dan Fikih Muamalah. 
Kemudian metode penelitian merupakan penelitian lapangan yaitu 
wawancara dari sumber data primer, berupa data wawancara yang diperoleh 
langsung dari narasumbernya.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan teori sistem pembiayaan bagi hasil, teori 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah.Teori Fatwa yang digunakan 
yaitu tentang bunga, sedangkan teori Fikih Muamalah yang digunakan yaitu 
tentang akad Mudharabah dan riba. 
Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa di Tol, praktik pengelolaan 
keuangan yang dilakukan antara pengguna e-Toll Card, Bank dan perusahaan Tol 
adalah wujud pengambilan manfaat dari saldo yang terdapat dalam kartu Tol 
tersebut.Yang berawal dari konsep pemberian diskon untuk menarik minat 
masyarakat agar beralih menggunakan transaksi non-tunai. Bahwasanya praktek 
pengelolaan saldo e-Toll sudah menggunakan sistem bagi hasil pada bank 
konvensional namun sistem tersebut tidak sesuai dengan konsep dan prinsip 
Mudharabah. Karena  Pengelolaan saldo e-Toll yang keuntunganya berasal dari 
bunga hasil pinjaman namun tidak terjadi kesepakatan antara shahibul maal 
(pemilik saldo) dengan mudharib, yang seharusnya ada akad atau perjanjian 
terlebih dahulu. Sehingga shahibul maal tidak memperoleh pendapatan 
keuntungan dari pengelolaan saldo tersebut. Sedangkan jika dilihat dari Fatwa 
MUI No 1 Tahun 2004 tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena terdapat 
beberapa unsur yang mengandurng riba, dari hasil perputaran dana saldo yang 
pengambilan keuntunganya berasal dari bunga dan dalam bentuk perolehan 
manfaat pendapatan hanya dari pihak Bank dan Perusahaan tol.  
 
Kata Kunci : (Mudhrabah, Elektronik Tol dan Riba) 
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ABSTRACT 
NUNUNG NURJANAH, NIM 152111153, “Sistem Pengelolaan 
Keuangan Elektronik Tol Perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004  (Studi 
Kasus Tol Jalur Solo-Semarang)”. 
This research originated from technological developments that occur that 
all fields can be controlled through technological sophistication. In this case, the 
phenomenon of payment for services using e-Toll (Electronic Toll).Specifically, 
this study examines the financing system and the application of discounts 
contained in electronic card transactions in the perspective of MUI Fatwa No. 1 of 
2004 and Muamalah Fikih, with the aim of this research is that the financing 
system is in accordance or there is a deviation from the MUI Fatwa principle No. 
1 of 2004 and Jurisprudence Muamalah. 
Then the research method is field research that is observation from 
primary data sources in the form of interview data obtained directly from the 
source. Data analysis techniques used are interview and documentation 
techniques. 
This research uses the theory of profit sharing financing system, MUI 
Fatwa theory No. 1 of 2014 and Muamalah Fikih. The Fatwa theory used is about 
interest, while the Muamalah Fikih theory used is about Mudharabah and usury 
contracts. 
The conclusion obtained is that in Tolls, financial management practices 
carried out between e-Toll Card, Banks and toll roadcompanies are forms of 
taking benefits from balances contained in toll cards. Which originated from the 
conceot of giving deacons to dance the interest of the community ti switch to 
using non-cash transactions. That the practice of managing e-toll balances is 
already using a profit sharing system is not in accordance with the concept and 
prinsiples of mudharabah. Because the management of e-toll balances whose 
profit come from the interest from the loan but there was no agreement between 
sshahibul maal (the owner of the balance) with mudharib, which should have a 
contract or agreement in advance. So shahibul maal does not get profit from 
managing the balance. Whereas if seen from the MUI Fatwa No 1 of 2004 not in 
accordance with sharia principles, because there are some element that contain 
usury, from the results of the circulation of balance funds that take profit derived 
from of obtaining income benefite only from the bank and road companies.  
 
Keywords: (Mudhrabah, Electronic Toll and Usury) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, berkat adanya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan 
bentuk-bentuk transaksi dan banyak bidang yang ikut menanjak, dalam hal 
ini termasuk dalam bidang ekonomi. Belakangan ini banyak bermunculan 
bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh 
klasik.Terutama mengenai persoalan transaksi muamalah, yang harus 
mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang dilakukan 
sudah sesuai dengan dasar dan prinsip muamalah yang disyari‟atkan 
ataukah masih bertentangan.
1
 
Persoalan Muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji 
secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah 
adalah persoalan duniawi yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai 
ketuhanan. Namun hal ini tentu tidaklah benar, karena sebagai seorang 
yang beragama muslim, apapun aktifitas yang dilakukan sehari-hari harus 
berkaitan dengan nilai ketuhanan.
2
 Diera modern ini telah muncul berbagai 
sistem transaksi pembayaran, yang tak lain sistem pembayaran secara 
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Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.1. 
2
Ibid., hlm.1. 
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instan dalam bentuk pembayaran non tunai (e-cash) atau pembayaran 
dengan menggunakan kartu (elektronik card). 
Sistem pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran alternatif 
yang memudahkan para penggunanya dalam melakukan pembayaran 
melalui sebuah jaringan.
3
Keuntungan yang diperoleh masyarakat dalam 
penerapan sistem transaksi pembayaran secara elektronik ini yaitu 
mempercepat waktu transaksi dan meningkatkan kapasitas pelayanan, 
mengurangi jumlah uang tunai yang harus ditangani dan meningkatkan 
keamanan, serta dapat meningkatkan tingkat akurasi transaksi dan 
menghindari kesalahan manusia.
4
 
Dalam rangka mendukung pergerakan lalu lintas di jalan tol secara 
aman, nyaman dan efisien, salah satu aspeknya terkait dengan sistem 
pengumpulan tol yang dilakukan. Sistem Pengumpulan Tol adalah suatu 
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan transaksi tol berupa proses 
pelayanan kepada pemakai jalan, kontrol atas pelaksanaan transaksi, 
proses pengadministrasian pendapatan tol serta proses lain yang 
mendukungnya. Adanya jaminan kepada pengguna jalan dan Badan Usaha 
Jalan Tol bahwa transaksi sudah berjalan sesuai dengan tarif yang 
ditentukan, cocok (compatible) dan diintegrasikan dengan sistem yang 
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http://claronwordpress.wordpress.com/2013/01/13/sistem-pembayaran-elektronik// 
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sudah ada maupun sistem yang akan dikembangkan, memeperhatikan 
pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia. Dalam 
rangka meningkatkan pelayanan jalan tol di Indonesia, maka sistem 
pengumpulan tol atau aspek transaksi pembayaran di pintu gerbang tol 
perlu diupayakan untuk dipercepat. Salah satu pilihan untuk mempercepat 
tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran secara 
elektronis.
5
 
Electronic Toll Collection (ETC) adalah suatu teknologi yang 
memungkinkan untuk melakukan pembayaran secara elektronik pada 
sistem pengumpulan tol. Sistem ini dioperasikan dengan menggunakan 
alat komunikasi yang ada atau terpasang pada kendaraan, seperti 
transponder, wirelees atau GPS, untuk dideteksi dengan alat yang 
terpasang pada pintu tol, yaitu Auto Vehicle Identification (AVI), 
Automatic Vehicle Classification (AVC), dan Vehicle Enforcement System 
(VES), sehingga kendaraan yang melewati gardu tol tidak perlu berhenti 
dalam melakukan transaksi.
6
 
Sistem pengolahan transaksi pada gerbang tol yang melakukan 
proses pembayaran melalui pengurangan nilai uang di kartu dan 
memindahkannya kepeda rekening operator. Sistem ini harus dapat 
membaca format data standar industri perbankkan yang dilakukan oleh 
penerbit kartu elektronik dan memenuhi persyaratan compliance list dari 
pihak penerbit kartu elektronik untuk keperluan rekonsiliasi dan settlement 
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 Ibid., hlm. 12. 
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Pelayanan Gerbang Tol,” Jurnal Transportasi, (Semarang) Vol. 9 Nomor 1, 2009, hlm. 69-70. 
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serta keamanan transaksi. Sistem settlement diperlukan dalam proses 
rekonsiliasi antar operator tol dengan penggunalain (merchant). Sistem 
settlement perbankan harus ditentukan dengan kesepakatan dan oleh para 
operator dengan menunjuk bank yang mempunyai jasa, kompetensi sistem 
serta jaringan yang mampu memberikan pelayanan settlement kepada 
seluruh operator dan merchant pengguna kartu elektronik.7 
Salah satu fenomena yang sedang menjadi topik perbincangan saat 
ini adalah pemberlakuan kartu elektonik tol (e-Toll Card) dengan discount 
(potongan harga) bagi pemakainya, dengan waktu pemberlakuan yang 
berbeda di setiap gardu. Pengguna yang melakukan transaksi pembayaran 
dengan kartu ini akan diberi discount 10 - 20%. Pemberlakuan potongan 
harga ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transaksi 
non tunai. Pada dasarnya, dalam kajian fiqh muamalah hukum kartu e-Toll 
adalah Halal. Hal ini berlandaskan kaidah bahwa setiap transaksi dalam 
muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya. Jika dilihat dari prespektif maslahat, e-Toll sangat 
mempermudah transaksi pembayaran. Penggunaan e-Toll juga 
mempercepat waktu transaksi karena tidak ada lagi penghitungan dan 
pengembalian uang sehingga dapat memperpendek antrean serta 
memperkecil kemungkinan terjadinya kemacetan digerbang-gerbang tol. 
Namun pemberlakuan discount (potongan harga) transaksi setelah kita 
                                                             
7Rudy Hermawan Karsaman, “Rencana Penerapan Sistem Pengumpulan Tol ..., hlm. 16-
17. 
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melakukan pengisian saldo e-Toll itulah yang kemudian menjadikan 
transaksi e-Toll tergolong sebagai Riba yang dilarang oleh Islam.
8
 
Jika dilihat kebijakan e-Toll melalui Peraturan Menteri (permen) 
PUPR No 16/PRT/2017, bersifat memaksa, sepihak dan merugikan pihak 
lainnya (Konsumen, Red) tidak memberikan ruang pilihan (optional) 
untuk memilih jenis pembayaran kepada konsumen yang secara 
konstitusional diberikan hak untuk memilih transaksi pembayaran.
9
 
Diskon adalah salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh 
perusahaan. Alasan kenapa diskon ditawarkan untuk mendukung program 
pemerintah yaitu Gerakan Transaksi Non Tunai (GTNT) dan 
meningkatkan kapasitas volume transaksi digardu. Kemudian dalam 
penelitian ini salah satu permasalahan yang diangkat penulis adalah diskon 
e-Toll. Dengan fokus permasalahan yaitu pemberian potongan harga pada 
setiap transaksi pembayaran, pelanggan yang melakukan pembayaran 
dengan menggunakan saldo e-Toll akan mendapatkan diskon sebesar 10 - 
20% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan 
pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai. Apabila tunai 
nominalnya sebesar Rp. 50.000,- dan apabila pembayaran dilakukan 
menggunakan E-Toll Card nominalnya sebesar Rp. 40.000,- potongan 
                                                             
8Sekolah Muamalah, ”Riba Pada E-Toll Card” dikutip dari https://sekolahmuamalah.com 
 
9Buya Yahya, “Kebijakan Non Tunai E-Toll Pandangan Fiqh” dikutip dari 
https://www.kompasiana.com. 
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harga ini hanya dikhususkan kepada pelanggan e-Toll saja. Dengan 
demikian pelanggan diuntungkan sebesar 10% dari harga normalnya. 
Cara kerja e-Toll Card ini adalah pelanggan harus mempunyai 
saldo tabungan, kemudian saldo e-Toll ini akan dikelola oleh beberapa 
bank yang sudah memiliki kemitraan dengan perusahaan tol. Dengan 
pelanggan mempunyai saldo e-Toll maka secara otomatis pelanggan 
tersebut memiliki rekening di bank sebesar saldo tersebut, dan bank akan 
menggunakan saldo tersebut untuk diputar sesuai manajemen dalam bank, 
saldo tersebut tidak mungkin dibiarkan berhenti begitu saja. Dapat 
dihitung seberapa banyak uang yang masuk dalam rekening bank, apabila 
satu pelanggan melakukan pengisian saldo Rp. 100.000,- dan dikalikan 
dengan jumlah pelanggan lainnya yang juga melakukan pengisian saldo. 
Dengan begitu bank akan mendapatkan asupan dana yang besar, kemudian 
dari pihak bank akan menyalurkan dana kepada masyarakat dan 
mendapatkan keuntungan yang besar pula dari bunga bank yang mereka 
tetapkan atas pengembalian pinjaman tersebut. 
Dari keuntungan bunga tersebut bank akan memberikan sebagian 
keuntungan yang didapatkan tadi kepada mitranya yaitu perusahaan tol, 
dan dari pihak tol menggunakan keuntungan yang diperoleh dengan 
memberikan diskon kepada pelanggan, ini sebagian dari strategi promosi 
perusahan supaya pelanggan merasa diuntungkan serta lebih banyak lagi   
menarik minat pelanggan yang lain. Jadi diskon ini adalah bentuk 
perubahan wujud dari bunga bank. Dalam putusan Fatwa MUI No. 1 
7 
 
 
Tahun 2004 tentang bunga bahwa hukum praktek pembungaan uang dan 
penggunaannya telah memenuhi kriteria riba dan dihukumi haram.
10
 Maka 
dari itu penulis tertarik untuk menelitinya, dikarenakan belum ada 
penelitian yang terkait dengan judul tersebut.  
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik 
melakukan penelitian dan mengangkatnya sebagai sekripsi yang berjudul 
“Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik Tol Dalam Perspektif 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 (Studi Kasus Tol Jalur Solo-
Semarang)” 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
dalam pembahasan ini dapat di rumuskan berbagai pokok permasalahan, 
antara lain sebagai, berikut: 
1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik Tol di Jalur 
Solo-Semarang? 
2. Apakah Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik Tol Ditinjau dari 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 ada unsur Riba? 
C. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mendiskripsikan bagaimana Sistem pengelolaan Keuangan Elektronik 
Tol di Jalur Solo-Semarang. 
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http://www. Mui.or.id tentang Fatwa Mui No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest 
atau Fa‟idah), diakses pada tanggal 18 Februari 2019, hlm. 434. 
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2. Menguraikan apakah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik 
Tol Ditinjau dari Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 ada unsur Riba. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat adanya penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah 
ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fiqh muamalah yang berkaitan 
dengan riba. 
b. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam penelitian 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Khususnya bagi konsumen atau pengguna kartu tol, penelitian 
ini diharapkan dapat menyadarkan bahwa konsumen juga memiliki 
hak-hak sebagai konsumen untuk memilih transaksi pembayaran 
yang akan digunakan.  
b. Sebagai acuan bagi para pelaku usaha agar menjalankan 
usahanya sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam, yang sudah tertulis 
jelas didalam Al-Qur‟an bahwa adanya larangan transaksi yang 
mengandung riba.  
E. Kerangka Teori 
 
a. Pengertian Elektronik Tol  
e-Toll Card adalah kartu prabayar contactless smart card yang 
diterbitkan oleh Bank Mandiri yang bekerja sama dengan PT.Jasa Marga 
9 
 
 
(Persero) Tbk, PT.Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan PT. Marga 
Mandalasakti untuk transaksi pembayran tol. Masyarakat dapat membeli 
kartu perdana e-Toll Card di cabang-cabang utama Bank Mandiri dan 
kantor gerbang operator tol tertentu. Fitur e-Toll Card secara lengkap 
antara lain, saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada saat transaksi 
tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan, sehingga dapat diisi ulang dengan 
minimum saldo kartu Rp. 10.000, dan maksimal saldo kartu Rp.1.000.000 
(sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia).
11
 
Kartu e-Toll berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 
dalam bertransaksi di jalan tol, dimana fasilitas jalan tol mengambil peran 
penting, terutama fungsinya sebagai jalan tol yang berfungsi sebagai jalan 
bebas hambatan dengan tujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu 
tempuh dari suatu tempat ke tempat lain. Manfaat utama pemegang kartu 
e-Toll adalah sebagai pengganti uang tunai.Selain itue-Toll dapat 
memudahkan transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan dapat 
digunakan untuk transaksi diluar menchant tol seperti Indomart, SPBU dll. 
b. Pengertian Riba 
Istilah riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang 
turunkan pada masa awal risalah kenabian Muhammad di Makkah, 
kemungkinan besar pada tahun ke IV atau V hijriah (614/615 M). Hal ini 
berdasarkan fakta internal dalam Al-Qur‟an, disebutkan: dan suatu riba 
(tambahan) yang kamu berikan agar kamu menambahkan pada harta 
                                                             
11Cahaya Agung Purnama dan Ibnu Widiyanto, “Studi Tentang Minat Beli E-Toll Card di 
Kota Semarang,” Ejournal, (Semarang) Vol. 1 Nomor 2, 2012, hlm. 2.  
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manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa sedekah yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhan Alah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya).
12
 
Secara istilah, riba sendiri dapat diartikan menambahkan beban 
kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba dayn) atau 
menambahkan takaran pada saat melakukan tukar menukar 6 komoditi 
(emas, perak, gandum, sya‟ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, 
atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan 
dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba ba‟i). 13 
Para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan 
        
  ِلا ًَ ِب ِلاَي ٍتَض َو اَعُي ِىف ٍض َىِع ََلَب ِلاَي ُمَْضف 
“Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada 
imbalan atau gantinya”  
 
Maksutnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat 
suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada 
pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. 
14
 
Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal 
lama dalam peradaban manusia. Bebrapa pakar ekonomi memperkirakan 
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 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 34. 
 
13
Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: PT.Berkat Mulia 
Insani, 2016), hlm. 385.  
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., hlm. 181. 
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bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emaa dan perak ). 
Riba dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, 
Babilonia dan Asyuriya di Irak, dan pedaban Ibrani Yahudi. Termaktub 
dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil 
riba dari orang Yahud, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba 
dari orang diluar Yahudi. 
15
 
c. Dalil tentang Riba 
a. Larangan riba dalam Al-Qur‟an  
 Allah Berfirman: 
ۖ ِِهنىُصَزَو ِ هاللَّ ٍَ ِي ٍبْسَِحب اُىََْذَأف اُىهَعَْفت َْىن ٌْ َِئف  ُسوُءُز ْىَُكَهف ُْىتُْبت ٌْ ِإَو
 ٌَ ى ًُ َهُْظت َلََو ٌىًُ ِهَْظت َلَ ْىُِكناَىَْيأ 
Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 279)16 
b. Larangan riba dalam sunnah 
Nabi Shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 
 
 ِ هللِّاب ُكْس ِّشنا َلَاق ٍه ُه اَيَو ِ هاللَّ َلىُصَز َاي اُىنَاق ِثَاِقبى ًُ ْنا َعْب هضنا اُىِبَُتْجا 
 ِلاَي ُمَْكأَو َاب ِّسنا ُمَْكأَو ِّقَحْنِاب هلَِإ ُ هاللَّ َو هسَح ِيتهنا ِشْفهُنا ُمَْتقَو ُسْح ِّضناَو
 ِثَِلَفاَغْنا ِثَاُِيْؤ ًُ ْنا ِثَاَُصْح ًُ ْنا ُفَْرقَو ِفْح هزنا َوَْىي يِّنَىهتناَو ِىيَِتيْنا 
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 Erwandi Tarmizi, Harta Haram ..., hlm. 385.  
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Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Kudus : Menara Kudus, 2006), hlm. 37. 
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Artinya: 
”jauhilah tujuh hal yang membinasakan, para sahabat 
berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik 
kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa 
haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari 
medan perang dan menuduh wanita beriman yang lali berzina”. 
(Muttafaq „alaih).17 
c. Larangan riba dalam fiqiyah 
ابِز َُىَهف ًتـَعَـفَُي هسَج ٍضسَـق ُّمُك 
“Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan (manfaat) 
adalah riba”.18  
d. Macam-macam riba 
Para ulama fiqh membagi riba kedalam dua macam, yaitu 
riba Al-fadhl dan riba An-nasi‟ah 
1) Riba Fadhl 
 Riba fadhl adalah pertukaran barang yang sejenis 
dengan takaran yang berbeda.
19
 Dengan kata lain riba fadhl 
adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang 
sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda 
tersebut.
20
 Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1 ¼ kg gula 
lainnya. Kelebihan ¼ kg dalam jual beli ini disebut dengan 
riba fadhl. Jual beli seperti hal ini hanya berlaku dalam al-
                                                             
17
 Ibid.. hlm. 387. 
18
 Hadist Riwayat Imam Bukhori w 256, ditulis oleh Amar Abdullah bin Syakir.  
19Siah Khosyi‟ah, fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2014), 
hlm.170. 
20
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 262.  
13 
 
 
muqayadhah (barter), yaitu barang ditukar dengan barang, 
bukan dengan niali uang.
21
 
2) Riba nasi‟ah 
Ribanasi‟ah adalah Jual beli yang pembayarannya 
diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Jadi karakteristik 
riba yaitu adanya penangguhan waktu dan pembahan 
jumlah pembayaran yang diakhirkan.
22
 
Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah, 
salah seorang memberikan hartanya untuk orang lain 
sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil 
tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan 
modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan 
mengambil modalnya, namun apabila belum sanggup 
membayar, maka waktu dan bunga akan ditambah.
23
 
3) Riba Qiradh 
Riba Qiradh adalah suatu manfaat atau kelebihan 
tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berutang 
(kreditur).
24
Riba ini terjadi antara dua orang dalam 
transaksi utang piutang dan tambahan atas pengembalian 
pinjaman, itulah yang disebut dengan riba. Dan 
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 Nasrun Haroen, Fiqh MuamalahII ..., hlm. 183. 
22
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah ..., hlm. 265. 
23
Abdul Aziz Muhammad Azzam,Fiqh Muamalat,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 
hlm. 222. 
24Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
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penambahan yang dimaksud di sini ditentukan di awal 
pinjaman ini terjadi. 
4) Riba Jahiliyah 
Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari 
modal awal karena debitur tidak mampu membayar pada 
waktu yang telah ditetapkan.
25
Riba ini pada zaman dahulu 
berlaku pada masyarakat jahiliyah dalam transaksi utamg 
piutang pula, karena pihak peminjam tidak bisa melakukan 
pengembalian dari waktu yang sudah disepakati di awal 
transaksi, maka kelebihan waktu dikali bunga yang harus 
dibayar oleh pihak peminjam. Di zaman modern praktik 
seperti ini dilakukan oleh rentenir. 
F. Tinjauan Pustaka  
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang 
sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan dari penelitian yang telah ada, diantaranya: 
M. Ikhsan dengan sekripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum 
Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon” oleh mahasiswa IAIN 
Raden Intan Lampung tahun 2017. Dalam penelitian ini permasalahanyang 
diangkat adalah pelaksaan praktik jual beli dengan sistem diskon pada 
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Ibid, hlm. 41. 
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toko Bata dimana harga yang digunakan yaitu dengan dinaikkan terlebih 
dahulu dan barang yang diberikan diskon adalah barang yang memiliki 
kualitas rendah. Hasil dari penelitian ini haram karena adanya 
pembohongan dalam memberikan diskon.
26
 
Erik Fahri Khaerudin dalam sekripsi yang berjudul 
“TinjauanHukum Islam terhadap Harga barang yang Dinaikkan 
Sebelum Diberlakukannya Diskon (Studi Kasus Di Mall Ramayana 
Serang)” oleh mahasiswa IAIN Sultan Maulana  Ibrahim tahun 2017. 
Mekanisme diskon yang diberlakukan disini adalah harga ditetapkan oleh 
supplier lalu disesuaikan dengan margin keuntungan dan selanjutnya 
dipotong sesuai jenis diskonnya. Hasil dari penelitian ini adalah diskon 
tersebut menurut tinjauan hukum Islam haram karena termasuk jual beli 
gharar. 
Dian Maulina dengan skripsi yang berjudul, “Perspektif Hukum 
Islam Terhadap Sistem Discount Pakaian Pada Matahari Mall Banda 
Aceh” (Studi Terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya) oleh 
mahasiswa UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017. Sistem 
discount yang dilakukan oleh Matahari Mall Banda Aceh mengandung 
gharar atau ketidakjelasan yaitu dalam penetapan harga. Dimana pakaian 
yang diberi lebel discount sebenarnya harga pakaian tersebut hampir sama 
atau tidak jauh berbeda dengan harga barang yang tidak berlebel discount 
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mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017”, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
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yang dijual di tempat lain. Kata discount ini seakan menghipnotis 
masyarakat untuk membeli barang, sekalipun barang yang dibeli bukanlah 
merupakan barang kebutuhan, namun karena besarnya jumlah discount 
yang ditawarkan dapat mempengaruhi pembeli untuk membeli barang 
tersebut.
27
 
Eri Fitria Primadhani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 
Diskon (Studi Kasus Di Pertokoan Pasar Besar Palangkaraya)” oleh 
mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012.Penelitian ini 
mengkaji tinjauan hukum Islamnya yaitu pada rukun dan syarat pada akad, 
dan syarat terhadap ojek akadnya.Pemenuan dari penelitian adalah 
ditemukannya unsur yang dilarang dalam jual yaitu ba‟i najsy yaitu 
kualitas barang rendah dan sebelum diskon dibentuk harga dinaikkan di 
luar harga normalnya sehingga hukum asal mubah menjadi haram 
dikarenakan unsur tersebut.
28
 
Yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu tersebut 
diatas adalah objek kajian yang berbeda dan tinjauan hukum islam dalam 
skripsi terdahulu termasuk dalam jual beli gharar sedangkan dalam skripsi 
ini termasuk dalam jual beli yang mengandung riba, jadi perbedaannya 
bukan dari segi objek saja. 
                                                             
27Dian Maulina,“Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Discount Pakaian Pada 
Matahari Mall Banda Aceh (Studi Terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya)”, Jurusan Hukum 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam 
melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi berupa buku-buku, hasil penilitian, 
jurnal dan internet.
29
Penelitiaan lapangan ini digunakan untuk mengkaji 
mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaa 
Elektronik Toll dalam Perspektif Fatwa MUI No.1 Tahun 2004. 
Kemudian kajian kepustakaan ini selanjutnya akan diperkuat 
dengan penelitian lapangan dengan metode wawancara yang dilakukan 
secara langsung kepada pengguna kartu e-Toll, penjangan gardu Tol dan 
pengelola Tol dengan cara wawancara terbuka dan secara langsung. Untuk 
mendapatkan data yang valid terkait Sistem Pengelolaan Keuangan 
Elektronik Tol (e-Toll) Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 
(Studi Kasus Tol Jalur Solo-Semarang). 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh.
30
Dimana Sumber data diperoleh pada kantor Trans Marga 
Jateng (TMJ) tentang pengelolaan di Toll.  
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan merupakan data primer 
maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari 
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Haris herdiansyah, Wawancaa, Observasi, Dan Focus Groups,(Jakarta : PT. 
Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 15. 
30
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), hlm.172. 
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sumber data langsung, terutama mengenai beberapa hal yang berhubungan 
dengan penyebab, praktik, dan lainnya mengenaI Sistem Pengelolaan 
Keuangan Elektronik Tol (e-Toll) dalam Perspektif Fatwa MUI No.1 
Tahun 2004 Studi Kasus Tol Jalur Solo-Semarang. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dan pengamatan langsung. Data sekunder merupakan 
data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data 
sekunder bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, 
jurnal, maupun internet. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di Trans Marga Jateng (TMJ) Solo-
Semarang beralamat di Krajan, Bawen, Semarang Jawa Tengah.  
4. Teknik pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk 
keperluan penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, pengamatan 
atau observasi untuk memperoleh data primer, dan didukung dengan data 
dokumentasi. 
5. Teknik analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain.
31
 Dari hasil analisis data tersebut guna 
untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang Pratik Penggunaan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244. 
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Elektronik Tol (e-Toll) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Tol 
Lajur Sragen Ngawidan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas, dalam 
penulisan penelitian ini disusun secara sitematis, yang masing-masing bab 
mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai 
berikut:  
BAB I: Sebagai pendahuluan, dalam bab ini penulis abstraksikan 
pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, 
sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat terarah sesuai dengan 
sistematika yang benar. 
Adapun hal yang disajikan adalah latar belakang masalah, 
perumusan masalah, signifikasi penulisan (tujuan dan manfaat), kajian 
teori, tinjauan pustaka metode penelitian, sistematika penulisan penelitian.  
Bab II: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan atau 
mendiskripsikan teori tentang Elektronik Toll dalam Perspektif Fatwa 
MUI No. 1 Tahun 2004. 
Bab III: Gambaran umum tentang Pengelolaan Elektronik Tol dari 
data yang diperoleh. 
Bab IV: Analisis Pengelolaan Elektronik Tol dalam perspektif 
Fatwa MUI No.1 Tahun 2004. 
Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TEORI ELEKTRONIK TOLL DAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 
 
A. Teori e-Toll 
e-Toll Card adalah kartu prabayar contactes smart card yang 
diterbitkan oleh Bank Mndiri yang bekerja sama dengan PT. Jasa Marga 
(persero) Tbk, PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan PT. Marga 
Mandalasakti untuk transaksi pembayaran tol.  Syarakat dapat membeli 
kartu perdana e-Toll Card di cabang-cabang utama Bank Mandiri dan 
kantor gerbang operator tol tertentu. Fitur e-Toll Card secara lengkap 
antara lain: saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada saat transaksi 
tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan, dapat diidi ulang minimum saldo 
kartu Rp. 10.000, dan maksimal saldo k artu Rp. 1.000.000 (sesuai 
ketentuan Bnk Indonesia), saldo mengendap pada kartu tidak diberikan 
bunga. 
32
 
e-Toll merupakan kartu elektronik berisi saldo yang dapat 
menggantikan uang tunai sebagai alat pembayaran biaya masuk tol dengan 
menggunakan sistem RFID (Radio Frequency Identification) melalui jarak 
jauh.
33
e-toll adalah kartu elektronik yang digunakan membayar biaya jalan 
tol di sebagian daerah Indonesia, merupakan alternatif peningkatan 
                                                             
32
 Cahaya Agung, Ibnu Widiyanto, “Studi Tentang  Minat Beli E-Toll Card di Kota 
Semarang”, Jurnal Management, (Semarang) Vol.1 Nomor 2, 2012, hlm. 2.   
33
Chryseis Ivana Winarto dan Wilma Laura Sahetapy, “Pengaruh E-Toll Card Mandiri 
Dan Efektivitasnya Terhadap Kepuasan Pelanggan E-Toll Card Mandiri di Surabaya”, Jurnal 
Management Bisnis, (Surabaya) Vol. 7 Nomor 1, 2019, hlm. 1.  
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layanan kepada masyarakat yang masih baru penerapannya. Pengguna e-
toll hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam 
waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang 
membutuhkan waktu 7 detik. Penggunaan e-toll juga mengurangi biaya 
operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, 
menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Selain menjadi 
langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang, penggunaan e-toll 
juga dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran (moral hazard) karena 
petugas tol tidak menerima pembayaran secara langsung. Kartu e-toll 
menggunakan sistem RFID (Radio Frequency Identification) yang 
memungkinkan transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh (contactless). 
Dengan layanan ini pelanggan tol untuk masuk tol cukup 
menempel kartu pada reader contactless yang disediakan untuk 
melakukan transaksi. Dalam sistem tertutup pengemudi cukup menempel 
tidak perlu mengambil kartu, serta saat keluar kembali menempelkan 
kartu, langsung saldo/nilai uang dalam kartu secara otomatis berkurang. 
Saldo tersimpan pada chip kartu, sehingga pada saat transaksi e-toll card 
tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan. 
34
 
B. Transaksi dalam Muamalah 
Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan pemilikan 
dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam 
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 Yuliantini, dkk, “Penggunaan Produk E-Toll Terhadap Kualitas Pelayanan Pada 
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memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik 
seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan 
hak. Transaksi ini secara umu dalam Al-Qur‟an di artikan tijarah. 
Adapun cara berlangsungnya tijarah tersebut yang sesuai dengan 
kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas 
dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya 
dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk 
umum yang disebut dengan Al-Qur‟an dan pedoman yang diberikan dalam 
Sunah Nabi.
35
 
Adanya prinsip pokok suka sama suka (يضاست) ditemukan secara 
gamblang dalam surat An-Nisa‟ ayat: 29 
اوُلُكْأات الَ اوُناماآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ااي  ٍضاارا ت ْناع ًةارا اجِت انوُكات ْناأ َّلَِإ ِلِطاابْلِاب ْمُكان ْ يا ب ْمُكالا اوْماأ
  اًميِحار ْمُكِب انا اك اهَّللا َّنِإ ْمُك اسُف ْناأ اوُل ُتْق ا ت الَاو ْمُكْنِم                                              
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, 
kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha.Dan janganlah 
kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih 
Sayang kepada kalian”. 
 
Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi 
kriteria suatu transaksi yang hak dan batil ada;ah adanya unsur suka sama 
suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya 
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Amir Syarifuddin, Garis-garis Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.   
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unsur suka sama suka maka transaksi itu adalah batil, yang berarti 
memakan harta orang lain secara tidak sah. 
a. Adapun bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah Islam secara garis 
besar dibagi menjadi dua bagian.
36
 
1) Berlangsung dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari pihak-
pihak yang terlibat yang disebutijbari. Peralihan hak dalam bentuk 
ini hanya terdapat dalam kewarisan, dalam arti harta pewaris 
beralih kepada ahli waris sesuai dengan jumlah yang ditentukan 
pada saat terjadinya kematian, tanpa memerlukan keinginan dan 
kehendak dari pewaris dan tidak memerlukan penerimaan dan 
kerelaan dari ahli waris yang menerima. 
2) Peralihan secara ikhtiyari dalam arti peralihan hak kepada orang 
lain berlaku atas kehendak dari salah satu atau kedua belah pihak. 
Peralihan ha katas kehendak satu pihak mengandung artu bahwa 
peralihan hak itu tidak diimbangi oleh pihak lain, oleh karenanya 
peralihan tersebut tidak memerlukan suatu perjanjian atau akad.  
Peralihan hak berlaku atas kehendak dua pihak secara timbal balik 
mengandung arti peralihan hak dari suatu pihak diimbangi oleh pihaklain. 
Karena adanya kehendak dari dua belah pihak maka peralihan ini 
dilakukan dalm suatu perjanjian atau akad. Tentang hak atau harta yang 
beralih dapat berwujud materinya dan berikut dengan manfaat yang 
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terdapat di dalamnya, atau hanya jasa atau manfaatnya saja. Bentuk ini 
dapat dijelaskan debagai berikut:
37
 
a) Tuka menukar (تن دبًنا) yaitu bila transaksi secara timbal balik 
itu berlaku antara hak dalam wujud benda dengan hak dalam 
wujud bendanya. 
b) Jual beli (عيبنا) yaitu bila transaksi timbal balik itu berlaku 
antara harta dengan nilai dari harta (uang). 
c) Sewa menyewa (ةزاجلإا) yaitu bila transaksi antara harta di satu 
pihak dan jasa atau manfaat di pihak lain.  
Bila menurut asalnya peralihan harta hanya dari salah satu pihak, 
dalam arti tidak ada imbalan dari pihak lain, namun karena dilakukan atas 
kehendak bersama. Bentuk ini adalah pinjam meminjam (تيزاعنا) dan utang 
piutang (ضسقنا). Dalam kedua bentuk ini peralihan harta hanya dari satu 
pihak tanpa imbalan apa-apa dari pihak lain kecuali harta itu sendiri yang 
dikembalikan pada waktunya. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa 
pada pinjaman-meminjam yang dikembalikan adalah wujud harta itu 
sendiri, seperti meminjam baju. Sedangkan pada utang piutang yang 
dikembalikan bukan wujud harta semula seperti yang dipinjam uang 
senilai satu juta yang terdiri dari ratusan ribu dan dikembalikan dengan 
nilai yang sama dalm bentuk yang pecahan lima puluh ribuan. Karena 
adanya kehendak bersama dan mengandung resiko maka pelaksanaannya 
diadakan dalam bentuk perjanjian atau akad.   
                                                             
37
Amir Syarifuddin, Garis-garis…, hlm. 193.  
25 
 
 
C. Rukun dan Syarat Mudharabah 
Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, diamana satu 
pihak, pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah dananya 
kepada pihak lain, yaitu pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu 
aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan 
kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya 
berdasarkan syarak bahwa kerugian dalam mudharabah di bebankan 
kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang 
bekerja.
38
 
Rukun mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat 
terlaksana akad mudharabah. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka 
mudharabah tidak bisa terjadi. Menurut jumhur ulama‟ rukun akad 
mudharabah adalah sebagai berikut: 
a. A‟qidain(dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan 
shahib al-mal (orang yang mempunyai mudal)  
b. Al-mal (modal), sejumlah dana yang dikelola 
c. Al-Ribh (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi 
bersama sesuai kesepakatan 
d. Al-A‟mal (usaha) dari mudharib  
e. sighat (ijab Kabul atau ucapan serah terima).39 
                                                             
38
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Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut :  
a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap 
diangkat sebagai wakil (bagi mudharib)  
b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas 
jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. 
Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 
keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya 
setengah.  
c. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, 
yaitu harus jelas shigatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan 
qobulnya.40 
Jenis-jenis Mudharabah dibagi menjadi 2 macam yaitu 
sebagai berikut :  
a. Mudharabah Muthlaqah    
Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara 
penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) 
yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, 
waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.  
b.  Mudharabah Muqayadah  
Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan 
Mudharabah Muthalaqah yaitu mudharib dibatasi batasan jenis 
usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasnnya 
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tersebut seringkali cenderung umum shahibul maal dalam 
memasuki jenis usahanya. 
D. Riba dalam Islam 
Antara riba dan bunga memang ada persamaan, karena keduanya 
merupakan tambahan (ziyadah) dari pembayaran hutang. Riba dapat 
diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan 
dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syraiat Islam. 
41
 
Pembahasan tentang bunga bank, apakah termasuk riba atau tidak 
baru ditemukan dalam berbagai literature fiqh kontemporer. Menurut 
Masjupri mengutip pendapat dari Wahbah Az Zuhaili ( tokoh fiqh Suriah) 
yang membahas tentang bunga bank yang dilihat dari kacamata riba dalam 
termiologi ulama klasik dalam berbagai madzhab fikih. Menurutnya 
apabila standar riba yang digunakan adalah pandangan ulama mazdhab 
fiqh klasik maka bunga bank tersebut termasuk kelebihan uang tanpa 
imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal 
ini menurutnya persis seperti yang dibahas ulama fiqh klasik. Oleh sebab 
itu bunga bank termasuk riba yang diharankan syara‟.42 
Menurut Hendi Suhendi, hukum haram berlaku baik orang yang 
mengambilnya (bagi penyimpan uang di bank) maupun bagi yang 
mengeluarkannya (peminjam di bank). Merujuk pendapat ini saldo yang 
terdapat dalam e-Toll ditampung bank konvensional dan diputar sesuai 
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 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 88. 
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system yang ada melalui kredit dan lainnya, sehingga hukum uang dalam 
saldo tersebut diqi yaskan dengan pendapat tersebut yaitu haram.
43
 
Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Hendi Suhendi yang 
mengutip pendapat Muhammad Netajullah Shiddiqi adalah sebagai 
berikut: 
44
 
a) Bunga bersifat menindas (dhalim) yang menyangkut 
pemasaran. Dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah 
(kekurangan) ditolong oleh yang kuat (mampu), tetapi dengan 
bunga pada awalnya orang lemah ditolong tetapi kemudian 
diharuskan membayar bunga, dan ini bukan menolong 
melainkan melakukan pemerasan. Dalam pinjaman produktif 
dianggap pengambilan tidak adil, mengingat bunga yang harus 
dibayar sudah ditentukan ketika meminjam, sementara 
keuntungan dalam usaha belum pasti.  
b) Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin (lemah) 
kepada orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan 
ketidak seimbangan kekayan. Ini bertentangan dengan 
kepentingan social dan berlawanan dengan kehendak Allah 
yang menghendaki penyebaran kekayaan yang adil. Islam 
menganjurkan kerja sama dan persaudaraan sedangkan bunga 
bertentangan dengan hal tersebut. 
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c) Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu 
para penanam modal dapat menerima setumpuk kekayaan dari 
bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja 
untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Cara hidup ini berbahaya 
bagi masyarakat juga bagi pribadi orang tersebut.  
Antara riba dan bunga memang ada persamaan k-Parena keduanya 
merupakan tambahan (ziyadah) dari pembayaran hutang. Riba dapat 
diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan 
dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat islam. 
Riba nasi‟ah yaitu jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi 
ditambahkan harganya. „illah riba nasi‟ adalah adanya salah satu dari dua 
sifat yang ada pada riba fadl dan pembayarannya diakhirkan.  
Riba ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti 
seseorang membeli dua kilogram beras pada bulan januari dan akan 
dibayar dengan dua setengah kilogram beras pada bulan Februari. Contoh 
lain dari riba nasi‟ah yang berlaku secara umum sekarang ini adalah 
Bunga Bank.
45
 
a. Dalil tentang Riba 
1) Larangan Riba dalam Al-Qur‟an 
Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-27 
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 انِم ايِقاب اام اوُراذ او اهَّللا اوُقَّ تا اوُناماآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ااي ( انيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ اابِّرلا872)  
  ْمُكِلا اوْماأ ُسوُُءر ْمُكال ا ف ْمُتْب ُت ْنِإ او ِهِلوُساراو ِهَّللا انِم ٍبْر احِب اُوناذْأاف اوُلاعْف ا ت ْمال ْنِإاف
( انوُمالُْظت الَاو انوُمِلْظات الَ872)  
Artinya : “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 
kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, 
bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika 
kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya 
dan tidak (pula) dianiaya”. 46 
 
2) Larangan Riba dalam Sunnah 
 
 َلَص ّاللّ ُل ٌُسَر َلَاق :َلَاق ِْبلَاط ِْنب ًِلَع ْنَع ًَ َرَج ًض َْرق ٌّلُك :َنلَس ًَ  ِوَْيلَع ّاللّ ى
 َُيف ِةََعفْنَه ُذِى اَش َُول ًَ  .ُظِقاَس ُهُدَانَْسأ ًَ  َةَهاَُسأ ًَِبأ ِْنب َث ِراَحاا ٌه ا ًَ َر .َابِر   ٌَ
 ُع ِنْب ََةلاََضف ْنَع ُفْييِعَض َس ِنْب ّاللِّذْبَع ْنَع ُف ٌُق ٌَ َه ُرُخأ ًَ  ًِقَيَْيبلاَذْنِع ُْذَيب َم َلَ
ي ِرَُخبلا َذْنِع.  
Artinya: “Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah 
Shalallahu „Alaihi Wa Sallam bersabda, “ Setiap hutang yang mengambil 
manfaat adalah riba.” (H.R. Al-Harits bin Abu Usamah dan Sanadnya 
gugur. Menurut riwayat Al-Baihaqi hadits ini mempunyai hadits 
pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadits lain 
yang diriwayatkan Al-Bukhori secara mauquf dari Abdullah bin 
Salam)”.47 
3) Kaidah Fiqhiyyah 
 َحْلَابِلُغ ُم اَرَحلا ًَ  ُل َلََحلا َعََوتْجااَِراماَر  
Artinya: “Apabila halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan 
yang haram”.48 
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 Muhammad bin Ismail Al-Amri Ash-Shan‟ani, Subulus Salam-Syarah Bukughul 
Maram (jilid 3) (Jakarta: Darys Sunna Pres, 2017), hlm: 57-58.   
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 Imam Musbikin, Qawa‟id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 
hlm. 111.   
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E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga 
Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang bunga. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa:  
Pertama: Pengertian bunga (Interest) dan Riba ialah sebagai 
berikut: 
a) Bunga (interest/Fa‟idah) adalah tambahan yang dikenakan 
dalam transaksi pinjaman uang (Al-Qardh) yang 
diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan 
pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, 
diperhitungkan secara pati di muka dan pada umumnya 
berdasarkan presentase.  
b) Riba adalah tambahan (Ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi 
karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan 
sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi‟ah.  
Kedua: Hukum Bunga (Interest) 
a) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba 
yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, dengan demikian, 
praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, 
dan Riba haram hukumnya.  
b) Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram baik 
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pengadilan, 
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Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakuakn 
oleh individu.  
Ketiga: Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional 
a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga 
keuangan syari‟ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan 
melakuakan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan 
bunga.  
b) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga 
keuangan syari‟ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi 
di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip 
dharurat/hajat. 
Kemudian Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa ini menetapkan 
bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba dan 
dihukumi haram. Hukum ini berlaku kepada seluruh lembaga keuangan, 
lembaga keuangan syari‟ah maupun individu untuk tidak melakukan 
praktek transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.  
F. Prinsip Ekonomi Islam  
Menurut Abd. Shomad dengan mengutip pendapat Skaichul Hadi 
Parmono dalam satu karyanya, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan 
Sosial yang mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam yakni:
49
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 Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 76-78.  
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a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan 
merupakan aspek yang penting, sebagaimana Allah 
memrintahkan untuk berbuat adil sesame manusia dalam 
banyak ayat di Al-Qur‟an.  
b. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat 
kepada orang lain lebih daripada hak orang lain tersebut. 
c. Prinsip Al-Mas‟iliyah (accountability, pertanggung jawaban) 
yang meliputi beragam aspek yakni, pertanggung jawaban 
antara individu dengan individu (mas‟uliyah al-afrad), 
pertanggung jawaban dalam masyarakat (Mas‟uliyah al –
mujtama‟i). Manusia dalam masyarakat diwajibkan 
melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan 
anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab 
pemerintah (Mas‟uliyah al-daulah) tanggung jawab ini 
berkaitan dengan baitul mal. 
d. Prinsip Al-Kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini 
adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan 
primer seluruh anggota dalam msyarakat.  
e. Prinsip keseimbangan (Al-Wasathiyah) (Al-I‟tidal, moderat, 
keseimbangan) syariat Islam mengakui hak pribadi dengan 
batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan 
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 
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f. Prinsip kejujuran dan kebenaran prinsip, ini merupakan sendi 
akhlak karimah.  
a) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad 
transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang 
menjadi objek akad maupun harga barang yang 
diakadkan itu. 
b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap 
transaksi yang merupakan diri sendiri maupun pihak 
kedua dan pihak ketiga dilarang.  
c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini 
merupakan pentingnya kepentingan bersama yang 
harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian 
individu. 
d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki 
manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak 
benmanfaat menurut syariat yang dilarang. 
e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. 
f) Prinsip suka sama suka (saling rela, „an-taradin) 
g) Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak 
yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk 
kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang 
diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan 
masyarakat.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG TOL DAN ELEKTRONIK TOL 
A. Gambaran Umum Tol 
1. Sejarah Tol 
Sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan 
dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km (termasuk jalan 
akses), yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan 
jalan tol yang dimulai tahun 1975 ini, dilakukan oleh pemerintah dengan 
dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan 
kepada PT. Jasa Marga (persero) Tbk. sebagai penyertaan modal. 
Selanjutnya PT. Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun 
jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah.
50
 
Mulai tahun 1987 swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi 
jalan tol sebagai operator jalan tol dengan menanda tangani perjanjian 
kuasa pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga.Hingga tahun 2007, 553 
km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari total 
panjang tersebut 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 
135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain. Pada periode 1995 hingga 
1997 dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 
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ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun upaya ini terhenti akibat adanya 
krisis moneter pada Juli 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus 
menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya 
Keputusan Presiden No. 39/1997. Akibat penundaan tersebut 
pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi, terbukti dengan 
hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode 1997-2001. Pada 
tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.7/1998 
tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan 
Infrastruktur. 
Selanjutnya di tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Keputusan 
Presiden No. 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek 
infrastruktur.Pemerintah juga melakukan evaluasi dan penerusan terhadap 
pengusahaan proyel-proyek jalan tol yang tertunda. Mulai dari tahun 2001 
sampai dengan tahun 2004 terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 
41,80 km.  
Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang No.38 tahun 2004 
tentang Jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT sebagai pengganti 
peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Proses 
pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 
2005. Pada 29 Juni 2005 dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai 
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regulator jalan tol di Indonesia.Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol 
yang pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali dilakukan.
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Salah satunya adalah jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-
Padalarang) Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April 2005, salah satu 
jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Dengan 
menggunakan akses jalan tol ini pengendara jalan akan memakan waktu 
yang lebih sedikit. Selain itu pembangunan jalan tol juga akan menaikkan 
potensi ekonomi kawasan yang menjadi lokasi di bangun jalan tol, salah 
satu yang menghubungkan tol luar kota ke Kota bandung adalah 
Padalarang dengan Cileunyi (Padaleunyi) sejauh 58,5 km. Jalan tol ini 
dibangun dari tahun 1987 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 
1991.  
Jalan Tol Padaleunyi merupakan jalan lingkar selatan Kota 
Bandung. Selain itu jalan tol ini sejajar dengan Jalan Nasional Rute 3 dan 
merupakan titik pertemuan dengan Jalan Nasional Rute 4 di sebelah barat 
(Gerbang Tol Padalarang) dan Jalan Nasional Rute 5 di sebelah timur 
(Gerbang Tol Cileunyi). Jalan tol ini tidak hanya digunakan oleh 
kendaraan yang menuju Bandung, namun juga beberapa kota di Bumi 
Priangan. 
Di masa yang akan datang pemerintah akan mendanai 
pembangunan jalan tol dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu 
pembiayaan penuh oleh swasta, program kerja sama swasta-publik (Public 
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Private Partnership/PPP) serta pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah 
dengan operasi-pemeliharaan oleh swasta. 
2. Visi dan Misi 
VISI 
Terwujudnya pengaturan jalan tol yang dapat meningkatkan peran 
swasta secara efektif, efisien, terbuka, transparan untuk percepatan 
pertumbuhan ekonomi wilayah. 
MISI 
a. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi badan usaha untuk 
berperan dalam investasi jalan tol 
b. Meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan operasi dan 
pemeliharaan jalan tol melalui pengawasan yang effektif dan 
efisien 
c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggara jalan tol.52 
3. Tujuan dan Manfaat 
a. Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol 
a) Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. 
b) Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna 
menunjang pertumbuhan ekonomi. 
c) Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. 
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d) Meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi 
pengguna jalan. 
b. Manfaat Jalan Tol 
a) Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan 
wilayah dan peningkatan ekonomi. 
b) Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. 
c) Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa 
penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu  
dibanding apabila melewati jalan non tol. 
d) Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui 
pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol. 
4. Layanan Jalan Tol 
Sebagai pemimpin pasar di industri jalan tol, pengoperasian jalan 
tol yang dilakukan Jasa Marga merupakan acuan dan telah mendapatkan 
pengakuan dari berbagai pihak.  Selain itu Jasa Marga terus meningkatkan 
mutu pengoperasian jalan tol berbasis sertifikasi ISO, serta penerapan 
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Semua bentuk pelayanan Jasa 
Marga merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap service 
excellence kepuasan masyarakat luas pengguna jalan tol di Indonesia, 
melalui pemberian jasa yang modern, berkualitas dan semakin efisien. 
Pelayanan yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan sebagai berikut : 
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a. Pelayanan Transaksi 
Jasa Marga menerapkan system transaksi sebagai berikut:  
1. Sistem tertutup,yaitu pengguna jalan mengambil tiket di gerbang 
tol masuk dan membayar di gerbang keluar . 
2. Sistem terbuka, yaitu pengguna jalan langsung hanya 
membayar di gerbang tol masuk.
53
 
Adapun berbagai pelayanan terkait dengan transaksi tol yaitu :  
1. Penambahan Kapasitas  Gerbang Tol  
2. Otomatisasi transaksi melalui e-toll card dan KTME  
3. Penyempurnaan system transaksi (dari tertutup menjadi 
terbuka) 
4. Penerapan Gardu Tanpa Orang (GTO)  
b. Pelayanan Lalulintas 
Pelayanan dilakukan selama 24 Jam sehari dan 7 hari seminggu 
tanpa henti, melalui armada pelayanan sebanyak 271 kendaraan. Jasa 
Marga terus memodernkan pelayanan lalu lintas melalui: 
1. Pengembangan layanan informasi melalui Traffic Information 
Center  
a) Melalui telepon 14080 
b) VMS 
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c) Informasi berbasis web : www.jasamargalive.com | 
m.jasamargalive.com 
2. Peningkatan layanan armada dengan memperbaharui kendaraan 
layanan jalan tol yang dapat memberikan rasa nyaman dan 
bersahabat bagi pengguna jalan tol.  
c. Pelayanan Konstruksi Jalan 
Dalam melayani pengguna jalan Jasa Marga selalu memastikan 
jalan tol dalam kondisi prima dan nyaman untuk dilalui.Berbagai program 
pelayanan konstruksi adalah :  
a) Zero potholes (tidak ada lubang). 
b) Scraping Filing dan overlay , adalah pemeliharaan rutin yang 
dilakukan Jasa Marga untuk menjaga kondisi jalan selalu pada 
performa yang tinggi. 
c) Pelebaran atau penambahan kapasitas jalan, dilaksanakan untuk 
menjaga agar kecepatan tempuh pengguna jalan tetap terjaga. 
d. Standar Pelayanan Minimal 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tanggal 17 
Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang harus 
dicapai oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan tol. Dalam Pengoperasian 
Jalan Tol Jasa Marga selalu memenuhi  SPM yang meliputi substansi 
pelayanan sebagai berikut: 
42 
 
 
a) Kondisi jalan tol  
b)  Kecepatan tempuh rata-rata 
c) Aksesibilitas 
d) Mobilitas 
e)  Keselamatan 
f) Unit Pertolongan/Penyelamatan dan bantuan pelayanan 
g) Lingkungan 
h) TI dan TIP. 
Berikut adalah uraian Standar Pelayanan Minimal di Tol Jalur Semarang-
Solo. 
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a. Kondisi Jalan Tol 
Kondisi jalan Tol jalur Solo-Semarang untuk Indikator yang 
pertama, yaitu kekesatan jalan yang memiliki tolak ukur kurang 
lebih 0,33 um, indikator yang kedua, memiliki tolak ukur IRI lebih 
dari 4 m/km, indikator yang ketiga, mengenai kondisi lubang jalan 
yang memiliki tolak ukur sempurna atau mencapai 100% aman. 
Untuk indicator yang keempat, memiliki rutting yang tolak ukurnya 
mencapai 100% dan aman, untuk indicator yang terakhir mengenai 
kondisi keretakan jalan, dijalur Solo-Semarang memiliki tolak ukur 
sempurna atau 100% aman untuk dilewati para pengguna jalan.  
No. Indikator Tolak Ukur Kondisi Saat Ini Keterangan 
A Kekesatan >0,33 µm - - 
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B Kerataan IRI < 4 m/km - - 
C Lubang 100% - - 
D Rutting 100% - - 
E Retak 100% - - 
 
b. Kecepatan Tempuh Rata-Rata 
Kriteria kecepatan tempuh rata-rata di Tol jalur Solo-
Semarang memiliki satu indicator dimana tolak ukurnya 
kecepatannya kurang dari 1,80 kali kecepatan non tol (jalan tol luar 
kota), atau lebih dari 1,60 kali kecepatan non tol (jalan tol dalam 
kota). 
c. Aksesibilitas 
Aksesibilitas atau ketercapaian, ukuran kemudahan lokasi 
untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui system transportasi. 
Dijalur Tol ini memiliki dua macam indicator, untuk poin yang 
pertama yaitu mengenai kecepatan rata-rata transaksi yang memiliki 
tolak ukur terbuka dan tertutup. Untuk kriteria terbuka, kecepatan 
rata-ratanya lebih dari 8 detik setiap kendaraan, sedangkan kriteria 
tertutup lajur kendaran dari gardu masuk lebih dari 7 detik setiap 
kendaraan, kemudian memasuki gardu keluar kecepatan rata-rata 
mencapai lebih dari 11 detik setiap kendaraan. Indicator yang kedua 
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mengenai kapasitas gardu tol, yang memiliki tolak ukur lebih dari 
450 kendaraan perjam per gardunya. 
d. Mobilitas 
Mobilitas atau kecepatam penanganan hambatan lalu lintas 
di tol jalur ini memiliki empat poin indicator. Indicator yang 
pertama yaitu mencakup wilayah pengamatan atau obsevasi patrol 
yang memiliki tolak ukur selama 30 menit persiklus dalam 
pengamatan. Indicator yang kedua mulai diterimanya informasi 
dampai pada tempat kejadian, yang mencapai tolak ukur selama 
lebih dari 30 menit. Indicator yang ketiga mengenai penanganan 
akibat dari kendaraan yang mogok, dimana tolak ukurnya dengan 
cara melakukan penderekan ke pintu gerbang tol terdekat. Untuk 
indicator yang terakhir atau keempat yaitu patrol kendaraan derek 
yang tolak ukurnya mencapai selama 30 menit per siklus  
e. Keselamatan 
Uraian standar pelayanan minimal selanjutnya yaitu 
mengenai keselamatan yang mencakup delapan indicator. Poin 
pertama perambuan, yaitu perangkat komunikasi antara pengemudi 
dengan infrastruktur yang dilakukan secara pasif, indicator ini 
memiliki tolak ukur dalam bentuk kelengkapan dan kejelasan dalam 
perambuan yang mencapai 100% atau bisa dibilang sudah aman. 
Indicator yang kedua marka jalan, yaitu suatu tanda yang berada di 
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permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi 
peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, 
serta lambang lainnya. Di tol ini memiliki tolak ukur dengan jumlah 
100% dan reflektifitasnya (kemampuan suatu benda dalam 
memantulkan gelombang elektromagnetik yang terpapar ke 
permukaan) kurang dari 80%.  
Indicator yang ketiga guide post dan reflector (pemanduan 
dari tempat yang bertugas dan pemantulan atau pemberian cahaya), 
yang tolak ukurnya mencapai jumlah 100% dan reflektivitasnya 
kurang dari 80%. Indicator keempat yaitu patok KM yang tolak 
ukurnya mencapai 100%. Indikator yang kelima tentang penerangan 
jalan umum yang memiliki tolak ukur lampu menyala hingga 100%. 
Indicator yang keenam pagar RUMIJA (Ruang Milik Jalan) yang 
memiliki tolak ukur keberadaan mencapai 100%. Indicator yang 
ketujuh, mengenai penanganan kecelakaan yang tolak ukurnya 
dalam bentuk melakukan penderekan gratis dampai ke Pool Derek. 
Indicator yang kedelapan, pengamanan dan penegakan hukum yang 
tolak ukurnya berupa keberadaan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) 
yang siap melayani dan dipanggil 24 jam penuh.  
f. Unit Pertolongan/Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan 
Unit pertolongan di jalur Tol Solo-Semarang, memiliki 
enam poin indicator. Yang pertama dalam bentuk penyediaan 
transportasi berupa ambulan yang memiliki tolak ukur dalam jumlah 
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1 unit disetiap per 25 km atau minimum satu unit. Indicator yang 
kedua berupa penyediaan kendaraan derek yang tolak ukurnya 
berjumlah 1 unit per 5 km atau minimum 1 unit (LHR kurang dari 
100.000) serta 1 unit per 10 km atau minimum 1 unit (LHR kurang 
lebih dari 100.000). Indicator yang ketiga yaitu polisi PJR (Patroli 
Jalan Raya) yang berpatroli di setiap ruas jalan, dimana memiliki 
tolak ukur pelayanan berjumlah 1 unit per 15 km atau minimum 1 
unit (LHR kurang dari 100.000) serta 1 unit per 20 km atau 
minimum 1 unit (LHR lebih dari 100.00). 
Indicator yang keempat berupa patroli jalan raya (operator 
jalan), dimana memiliki tolak ukur dengan jumlah 1unit per 15 km 
atau minimum 2 unit. Indicator yang kelima rescue (penolongan) 
yang jumlah tolak ukurnya berjumlah 1 unit per ruas jalan tol 
(dilengkapi dengan peralatam penyelamatan). Indicator pertolongan 
yang terakhir yaitu system informasi yang tolak ukurnya berada 
disetiap gerbang masuk.  
g. Lingkungan 
Uraian standar pelayanan yang meliputi subtansi dalam 
bentuk lingkungan, memiliki tiga poin indicator yang dijalur tol ini 
tersedia dengan baik dan aman untuk para pengguna jalan. 
No. Indikator Tolak Ukur Kondisi Saat Ini Keterangan 
A Kebersihan - - - 
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B Tanaman - - - 
C Rumput - - - 
h. TI dan TIP (Tempat Istirahat dan Pelayanan) 
Subtansi pelayanan dalam bentuk ini di jalur tol Solo-
Semarang memiliki delapan indicator yang semuanya tersedia dan 
aman. 
No. Indikator Tolak 
Ukur 
Kondisi Saat 
Ini 
Keterangan 
A Kondisi Jalan - - - 
B On/Off Ramp - - - 
C Toilet - - - 
D Parkir Kendaraan - - - 
E Penerangan - - - 
F Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar 
- - - 
G Bengkel Umum - - - 
H Tempat Makan & 
Minum 
- - - 
 
5. Tarif Tol 
Sesuai Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2001 besarnya tarif tol 
ditentukan oleh besarnya BKBOK (Besarnya Keuntungan Biaya Operasi 
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Kendaraan) pada jalan tol dan jalan arteri yang ada (existing road). 
Petunjuk untuk menentukan besarnya tarif jalan tol, yaitu :  
a. Diambil sebesar 35 – 45% dari penghematan BKBOK.  
b. Besarnya tarif tol tidak boleh melebihi 70% BKBOK.  
c. Besarnya tarif tol dihitung atas tingkat dasar, tingkat pengendalian 
pinjaman atau keuntungan yang diharapkan diperoleh sampai 
waktu tertentu yang dikaitkan dengan program pengembalian 
pinjaman.  
Pada dasarnya pengumpulan tol ada dua sistem, yaitu sistem 
pengumpulan tol terbuka dan sistem pengumpulan tol tertutup. Cara 
Pemungutan Menggunakan Sistem Terbuka Gerbang tol ditempatkan 
langsung pada ruas jalan tol, dimana setiap kendaraan harus berhenti untuk 
membayar tol tanpa banyak mengganggu arus lalu lintas. Biaya tol ditetapkan 
sebagai ongkos untuk mengurangi kelambatan dari lalu lintas. Beberapa kali 
kendaraan berhenti, tergantung pada jarak perjalanan kendaraan dan jumlah 
gerbang tol yang ada. Penambahan jalan masuk ke jalan tol dapat dilakukan 
tanpa menambah jumlah gerbang tol. Cara pemungutan menggunakan sistem 
tertutup adalah sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan 
mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang 
keluar. 
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B. Gambaran Umum e-Tol 
1. Pengertian Penggunaan Kartu Elektronik Tol (e-tol) 
Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 
Tahun 2018 tentang uang elektronik mendefinisikan uang elektronik 
(electronic money ) sebagai instrument pembayaran yang memenuhi unsur 
sebagai berikut: 
a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu 
kepada penerbit. 
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server 
atau chip. 
c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 
simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai perbankan. 
2. Fitur-fitur e-Toll card  
 
a. Saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada saat transaksi tidak 
dibutuhkan PIN atau tanda tangan. 
b. Dapat diisi ulang (Top Up) 
c. Minimum saldo kartu Rp. 10.000,- 
d. Maksimal saldo kartu Rp. 1.000.000,- (sesuai ketetuan Bank 
Indonesia) 
e. Saldo mengendap pada kartu tidak diberikan bunga. 
3. Jenis Uang Elektronik 
Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik 
dibedakan menjadi: 
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a. Closed loop, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan 
sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan/jasa 
yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 
b. Open loop, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai 
instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/jasa yang 
bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang 
elektronik tersebut dapat dibedakan berdasarkan: 
1) Media penyimpan nilai uang elektronik berupa: 
a) Served based, yaitu uang elektronik dengan media 
penyimpan berupa server. 
b) Chip based, yaitu uang elektronik dengan media 
penyimpan berupa chip 
2) Pencatatan data identitas pengguna berupa: 
a) Unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas 
penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. 
b) Registered, yaitu uang elektronik yang data identitas 
penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit. 
3) Transaksi Non-tunai di Jalan Tol  
Kebijakan yang menjadi landasan diberlakukan transaksi 
nontunai di jalan tol mengacu pada Peraturan |Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
16/PRT/M/2017 tentang Tranksaksi Tol non-tunai di Jalan Tol. 
Kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya diterapkannya 
transaksi nontunai di Jalan tol.  Transaksi non-tunai di Jalan 
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Tol Adalah kegiatan pengumpulan/pembayaran tarif tol 
menggunakan alat pembayaran selain uang tunai. 
4. Subjek dan Hubunganya dengan elektronik tol (e-tol) 
a.  Konsumen 
Adalah para pengguna kendaraan roda empat yang memilih untuk 
melintas di jalan tol. Hubungan konsumen dengan kartu elektronik tol yaitu 
sebagai suatu kebutuhan yang dipenuhi oleh para pengguna kartu elektronik 
tol untuk sampai ditujuan melalui jalan tol. 
b.  Bank 
Adalah pihak yang menerbitkan kartu elektronik tol dan 
menyediakan layanan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol. 
Hubungan bank dengan jasa marga yaitu adanya penyediaan jasa layanan 
yang disediakan oleh jasa marga bagi pengguna jalan tol untuk melakukan 
pengisian ulang saldo terhadap kartu elektronik tol yang mana bank 
tersebut menyediakan mesin ATM itu sendiri yang diletakkan di kantor 
jasa marga tersebut. 
Fungsi top up sendiri untuk masing-masing bank yaitu untuk 
melakukan pengisian ulang saldo terhadap kartu elektronik tol (e-tol) yang 
ingin digunakan untuk melakukan transaksi di jalur tol melalui bank 
penerbit kartu elektronik tol itu sendiri tanpa dikenai biaya tambahan atau 
ongkos atas pelayanan pengisian ulang saldo elektronik tol (e-tol) tersebut. 
c. Merchant 
Adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penerbit kartu 
elektronik untuk memfasilitasi para konsumen yang ingin membeli dan 
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melakukan pengisian ulang saldo elektronik tol. Merchant yang 
bekerjasama melakukan pengisian ulang (top up) seperti supermarker, 
Alfamart maupun Indomaret.  
Merchant yang bekerja sama disini melakukan pengisian ulang 
saldo kartu elektronik tol bertujuan untuk penyedia jasa layanan untuk 
memudahkan para konsumen untuk melakukan pengisian ulang saldo 
kartu elektronik tol yang mana konsumen tidak perlu mendatangi bank 
penerbit secara langsung. Para konsumen dikenai biaya tambahan sekitar 
Rp. 1.500 – Rp. 2.000 atas jasa layanan pengisian ulang saldo elektronik 
tol tersebut. 
d. Jasa Marga 
Adalah pihak yang menjadi fasilitator bank penerbit kartu untuk 
menyediakan layanan pembelian dan pengisian ulang saldo elektronik tol 
|(e-tol) tanpa dikenai biaya pengisian ulang kartu elektronik tol 
dikarenakan pihak bank yang menyediakan ATM untuk melakukan 
pengisian ulang saldo kartu elektronik tol tersebut. 
C. Mekanisme Top Up Penggunaan Elektronik Tol ( e-Toll ) 
Pengisian ulang (top up) adalah mekanisme pengisian ulang 
kembali saldo kartu elektronik tol yang mana top up ini bisa dilakukan 
melalui PT. Jasa Marga, Bank penerbit kartu atau merchant yang 
bekerjasama dengan bank penerbit kartu elektronik tol tersebut. 
Adapun mekanisme transaksi pengisian ulang (top up) terhadap 
penggunaan kartu elektronik tol (e-Toll) adalah sebagai berikut : 
53 
 
 
a. Nasabah atau konsumen membeli kartu e-Tolltersebut kepada 
pihak Bank penerbit kartu, PT. Jasa Marga terdekat dan 
merchant yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu. 
b. Nasabah atau konsumen membayar sejumlah Rp. 20.000 – Rp. 
25.000 untuk mendapatkan kartu e-Tolltersebut, dalam 
pembelian tersebut nasabah atau konsumen belum 
mendapatkan saldo di dalam kartu e-tol tersebut. 
c. Jika nasabah atau konsumen menginginkan saldo kartu e-tol 
maka nasabah atau konsumen dapat mengisi saldo (minimal 
Rp. 50.000) dimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya 
apabila nasabah atau konsumen pengguna elektronik tol (e-
Toll) yang melakukan pengisian ulang (top up) di bank 
penerbit asli kartu elektronik tol maka tidak ada biaya 
tambahan biaya dan dalam pembayaranya sesuai dengan 
nominal pengisian ulang. Dan apabila nasabah atau konsumen 
pengguna elektronik tol (e-Toll) yang melakukan pengisian 
ulang (top up) di merchant yang bekerjasama dengan bank 
penerbit kartu elektronik tol maka ada biaya tambahan biaya 
sekitar Rp.1.500 sampai Rp. 2.000 dan dalam pembayaranya 
nominal asli ditambah dengan biaya tambahan tersebut. 
d.  Setelah nasabah mendapatkan kartu e-tol tersebut dan sudah 
terdapat saldo di dalam kartu e-tol, maka selanjutnya nasabah 
dapat melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol otomatis 
(GTO). 
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1. Cara melakukan top up pada kartu elektronik tol 
a. Bank BCA (Flash BCA) 
1) Letakkan kartu Flazz pada reader untuk cek saldo 
2) Tekan Enter untuk masuk ke menu EDC 
3) Tekan Enter untuk memilih menu Flazz 
4) Tekan Enter untuk memilih menu top up 
5) Tekan Enter untuk memilih menu top up non-tunai 
6) Gesekkan atau masukkan kartu Paspor lalu tekan Enter 
7)  Masukkan nilai top up, (minimal Rp. 20.000), akhiri dengan 
tombol Enter, dan konfirmasi ulang dengan menekan tombol 
Enter. 
8) Masukkan pin kartu paspor dan akhiri dengan 
menekanmtombol Enter 
9)  Masukkan kartu Flazz ke mesin EDC hingga terdengar 
bunyi “klik”. 
10) Tunggu hingga muncul pesan “silahkan ambil kartu Flazz 
anda”. 
11) Cek kembali saldo kartu Flazz anda di mesin reader untuk 
verifikasi. 
b. Bank BRI (Brizzi) 
1)  Masukkan kartu debit BRI ke mesin ATM 
2) Masukkan PIN kartu debit BRI 
3) Pilih menu pembelian 
4) Pilih top up kartu Brizzi 
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5)  Masukan nomor kartu Brizzi 
6) Masukan nominal yang akan diisi ke dalam Brizzi, tekan Ok 
7) Transaksi berhasil, ATM akan menampilkan pesan transaksi 
berhasil 
8) ATM mengeluarkan struk dan saldo Brizzi 
9) Simpan struk sebagai bukti transaksi 
c. Bank Mandiri 
1) Masukkan kartu debit BRI ke mesin ATM 
2)  Masukkan PIN kartu debit BRI 
3)  Pilih menu Prepaid 
4) Pilih menu top up 
5) Pilih nominal yang di inginkan 
Rp. 50.000 
 Rp. 100.000 
 Rp. 200.000 
6) Pilih Source Mandiri 
7) Ketika sudah tertera total biaya top up, tekan Yes 
8) Kemudian swipe card 
d. Bank Negara Indonesia 
1) Pilih menu F1 
2) Pilih top up 
3) Pilih debit atau kredit 
4) Kemudian gesek kartu 
5)  Pilih tabungan 
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6) Pilih direct top up 
7) Pilih jumlah nominal 
8) Tempelkan tap cash pada mesin EDC 
9) Lalu masukkan pin ATM 
2. Unsur Biaya Top Up 
a. Biaya pembelian kartu elektronik tol (e-Toll) 
Adalah suatu biaya pembelian yang harus dibayarkan oleh 
konsumen untuk mendapatkan kartu elektronik tol tersebut. 
b. Saldo kartu elektronik tol (e-Toll) 
Adalah pengisian ulang kartu elektronik tol yang harus 
dilakukan konsumen berupa uang elektronik. 
c. Biaya top up kartu elektronik tol (e-Toll) 
Adalah suatu biaya pengenaan yang harus dibayarkan oleh 
konsumen kepada pihak merchant atas jasa layanan pengisian ulang 
saldo kartu elektronik tol. 
D. Gambaran tariff tol jalur Semarang-Solo 
Asal 
Perjalanan 
Tujuan 
Perjalanan 
Golongan Kendaraan 
Golon
gan I  
 
 
 
Golon
gan II 
Golon
gan 
III 
Golong
an IV 
Golong
an V 
Golon
gan 
VI 
Ungaran Bawen 8000 12000 12000 16000 16000 - 
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Salatiga 25500 38500 38500 51500 51500 - 
Banyumanik 7500 11000 11000 15000 15000 - 
Boyolali 49500 74000 74000 98500 98500 - 
Kertasura 57500 86500 86500 115500 115500 - 
Bawen Ungaran 8000 12000 12000 16000 16000 - 
Salatiga 17500 26500 26500 35000 35000 - 
Banyumanik 15500 23000 23000 31000 31000 - 
Boyolali 41500 62000 62000 82500 82500 - 
Kertasura 49500 74500 74500 99500 99500 - 
Salatiga Ungaran 25500 38500 38500 51500 51500 - 
Bawen 17500 26500 26500 35000 35000 - 
Banyumanik 33000 49500 49500 66000 66000 - 
Boyolali 23500 35500 35500 47500 47500 - 
Kertasura 32000 48000 48000 64000 64000 - 
Banyumanik Ungaran 7500 11000 11000 15000 15000 - 
Bawen 15500 23000 23000 31000 31000 - 
Salatiga 33000 49500 49500 66000 66000 - 
Boyolali 56500 85000 85000 113500 113500 - 
Kertasura 65000 97500 97500 130500 130500 - 
Boyolali Ungaran 49500 74000 74000 98500 98500 - 
Bawen 41500 62000 62000 82500 82500 - 
Salatiga 23500 35500 35500 47500 47500 - 
Banyumanik 56500 85000 85000 113500 113500 - 
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Kertasura 8500 12500 12500 17000 17000 - 
Kertasura Ungaran 57500 86500 86500 115500 115500 - 
Bawen 49500 74500 74500 99500 99500 - 
Salatiga 32000 48000 48000 64000 64000 - 
Banyumanik 65000 97500 97500 130500 130500 - 
Boyolali 8500 12500 12500 17000 17000 - 
 
Untuk tarif tol ruas Solo-Semarang sebesar Rp. 65.500 untuk 
kendaraan golongan I. Sebagaimana diketahui besarnya tarif tol Salatiga-
Solo sebesar Rp. 65.500 untuk kendaraan golongan I. Jika dirinci dari 
Banyumanik sampai dengan Ungaran sebesar Rp. 75.500. Selanjutnya, 
Ungaran-Bawen sebesar Rp. 8.000 dan Bawen-Salatiga sebesar Rp. 
17.500. Kemudian, Salatiga-Kartasura sebesar Rp. 32.500. TMJ 
mengoperasionalkan jalan tol ruas Solo-Semarang, untuk mengetahui dari 
ruas Solo-Semarang yang sudah beroperasional sejak lama dari 
Banyumanik sampai Salatiga. Untuk pengelolaan, antara TMJ dan JSN 
pertemuan bukan di gerbang tol melainkan di ruas utama 100m menjelang 
gerbang tol Colomadu. Jadi, tarif tol ada perbedaan asal dari Banyumanik 
keluar Kartasura, dengan tarif Rp. 65.000 yang hak tarifnya untuk PT. 
TMJ, sementara ada sepanjang 600m masuk PT. JSN kalau ditarifkan 
sebesar Rp. 500. Jadi, kalau dari Banyumanik keluar di Colomadu sebesar 
Rp. 65.500. 
Kenaikan tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar 
pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan 
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kelayakan investasi. Sedangkan perhitungan usulan tariff tol dilakukan 
oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang kemudian dievaluasi oleh BPJT 
berdasarkan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Golongan jenis kendaraan pada jalan tol yang sudah beroperasi 
berdasarkan kepmen pu no 370/kpts/m/2007 
Golongan Jenis Kendaraan 
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, Dan Bus 
Golongan II Truk Dengan 2 (Dua) Gandar 
Golongan III Truk Dengan 3 (Tiga) Gandar 
Golongan IV Truk Dengan 4 (Empat) Gandar 
Golongan V Truk Dengan 5 (Lima) Gandar 
 Golongan VI Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) 
 
E. Gambaran Sistem Keuangan yang Menyebabkan adanya Bunga 
a. Kinerja keuangan  
Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 
sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.  
Jadi, kinerja keuangan perusahaan merupakan ukuran tingkat 
keberhasilan menajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan 
sesuai dengan standar yang ada. Pada dasarnya penilaian kinerja keuangan 
perusahaan merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk melihat 
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sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan serta menggunakan aturan-
aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 
Cara kerja pada e-Toll Card, pelanggan harus mempunyai saldo 
tabungan yang berada di dalam kartu e-Toll, kemudian saldo e-Toll ini akan 
dikelola oleh beberapa bank yang sudah memiliki kemitraan dengan 
perusahaan tol. Dengan pelanggan mempunyai saldo e-Toll maka secara 
otomatis pelanggan tersebut memiliki rekening di bank sebesar saldo tersebut, 
dan bank akan menggunakan saldo tersebut untuk diputar sesuai manajemen 
dalam bank, saldo tersebut tidak mungkin dibiarkan berhenti begitu saja. 
Dapat dihitung seberapa banyak uang yang masuk dalam rekening bank, 
apabila satu pelanggan melakukan pengisian saldo Rp. 100.000,- dan 
dikalikan dengan jumlah pelanggan lainnya yang juga melakukan pengisian 
saldo. Dengan begitu bank akan mendapatkan asupan dana yang besar, 
kemudian dari pihak bank akan menyalurkan dana kepada masyarakat dan 
mendapatkan keuntungan yang besar pula dari bunga bank yang mereka 
tetapkan atas pengembalian pinjaman tersebut. Dari keuntungan bunga 
tersebut bank akan memberikan sebagian keuntungan yang didapatkan tadi 
kepada mitranya yaitu perusahaan tol, dan dari pihak tol menggunakan 
keuntungan yang diperoleh dengan memberikan diskon kepada pelanggan, ini 
sebagian dari strategi promosi perusahan supaya pelanggan merasa 
diuntungkan serta lebih banyak lagi   menarik minat pelanggan yang lain.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa, dana yang terkumpul di bank 
bersumber dari saldo para pengguna kartu toll, kemudian pihak bank 
mengelola dana tersebut yaitu dengan memutarkan sisa saldo sesuai dengan 
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manajemen bank dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat, masyarakat yang 
memperoleh pinjaman diberikan tenggang waktu dan syarat sesuai ketentuan 
bank, pihak bank memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dari hasil uang 
yang dipinjamkan kepada masyarakat. Kemudian pihak bank menyalurkan 
sebagian hasil dari bunga tersebut kepada mitranya yaitu perusahaan tol. 
Setelah itu perusahaan memberikan sebagian keuntungan tersebut kepada para 
pengguna kartu toll dalam bentuk pemberian diskon. 
b. Bagi hasil dana perusahaan toll dengan pihak bank 
Bank merupakan pihak yang menerbitkan kartu elektronik tol dan 
menyediakan layanan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol. Bank yang 
bekerja sama terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA. 
Trans marga jateng Solo-Semarang memiliki lima ruas jalan toll yang 
terdiri dari, Trans Marga Jateng (JMT) , Jasa Marga Solo-Ngawi (JSN), Jasa 
Marga SUMO atau Surabaya Mojokerto (JSM), Jasa Marga Ngawi Kertosono 
(JNK), Marga Hargaya Infrastruktur (MHI) yang mengelola jalan Toll 
Jombang. 
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1. TMJ 
Trans Marga Jateng mengelola tol dilokasi daerah Banyumanik, 
Ungaran, Bawen, Salatiga dan Boyolali.  
a) Gardu Banyumanik asupan dana untuk golongan kendaraan I, 
jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 330.000,00, untuk 
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golongan II sebesar Rp. 23.000,00, untuk golongan III sampai 
dengan golongan V nihil atau tidak memperoleh asupan. Jadi 
subtotal asupan dananya sebesar Rp. 353.000,00. Bagi hasil 
dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 13. 842,00. Bagi hasil 
dengan Bank BRI sebesar Rp. 3.875,00. Bagi hasil dengan 
Bank BNI sebesar Rp. 3264,00. Bagi hasil dengan Bank BCA 
sebesar Rp. 3.418,00. Total dana e-Toll yang masuk sebesar 
Rp. 20.599,00. 
b) Gardu Ungaran golongan I sebesar Rp. 144.000,00, golongan 
kendaraan II sebesar Rp. 1.000,00, dan golongan kendaraan III-
V nihil. Jadi subtotal dana yang masuk sebesar Rp. 145.000,00. 
Bagi hasil Bank Mandiri sebesar Rp. 4.631,00. Bagi hasil Bank 
BRI sebesar Rp. 981,00. Bagi hasil Bank BNI sebesar Rp. 
145,00. Bagi hasil Bank BCA sebesar Rp. 1.105,00. Jumlah 
dana yang masuk pada e-Toll sebesar Rp. 6.868,00 
c) Gardu Bawen untuk golongan kendaraan I sebesar Rp. 
368.000,00, golongan II sebesar Rp. 24.000,00, golongan III 
Rp. 3.000,00, dan golongan IV-V nihil. Jadi subtotal dana yang 
masuk sebesar Rp. 395.000,00. Bagi hasil Bank Mandiri 
sebesar Rp. 13.212,00. Bagi hasil dengan Bank BRI sebesar 
Rp. 2.517,00. Bagi hasil dengan Bank BNI sebesar Rp. 320,00. 
Bagi hasil dengan Bank BCA sebesar Rp. 3.281,00. Jumlah 
total dana pada e-Toll sebesar Rp. 19.330,00. 
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d) Gardu Salatiga untuk golongan kendaraan 56I sebesar Rp. 
147.000,00, golongan II sebesar Rp. 5.000,00, golongan II 
sebesar Rp. 1.000,00, dan golongan III-V nihil. Subtotal dana 
yang masuk sebesar Rp. 153.000,00. Bagi hasil dengan Bank 
Mandiri sebesar Rp. 4.141,00. Bagi hasil dengan Bank BRI 
sebesar Rp. 658,00. Bagi hasil dengan Bank BNI sebesar Rp. 
88,00. Bagi hasil dengan Bank BCA sebesar Rp. 1.008,00. Jadi, 
jumlah total dana masuk pada e-Toll sebesar Rp. 5.896,00. 
e) Gardu Boyolali untuk golongan I dana masuk sebesar Rp. 
38.000,00, untuk golongan II-IV nihil dan untuk golongan V 
sebesar Rp. 1.000,00. Jumlah subtotal sebesar Rp. 39.000,00. 
Bagi hasil dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 1.710,00. Bagi 
hasil dengan Bank BRI sebesar Rp. 280,00. Bagi hasil dengan 
Bank BNI sebesar Rp. 58,00. Bagi hasil dengan Bank BCA 
sebesar Rp. 409,00. Jumlah total dana pada e-toll sebesar Rp. 
2.457,00. 
2. JSN (Jasa Marga Solo-Ngawi) 
Ruas Jasa Marga Solo-Ngawi mengelola dilokasi daerah Toll 
Colomadu, Bandara Adi Sumarmo, Ngemplak, Gondangrejo, Karanganyar, 
Sragen, Sragen Timur, Ngawi. 
Subtotal dana yang masuk diruas ini pada golongan kendara I 
sebesar Rp. 356.000,00, untuk golongan II subtotal dana yang masuk 
sebesar Rp. 12.000,00, golongan III-V nihil. Jadi, jumlah total dana yang 
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masuk di ruas Jasa Marga Solo-Ngawi dari golongan kendaraan I-V sebesar 
Rp. 368.000,00. Bagi Hasil dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 12.658,00. 
Bagi hasil dengan Bank BRI sebesar Rp. 1.846,00. Bagi hasil dengan Bank 
BNI sebesar Rp. 340,00. Bagi hasil dengan Bank BCA sebesar Rp. 
2.087,00. Jumlah total dana pada e-Toll sebesar Rp. 17.827,00. 
3. JNK ( Jasa Marga Ngawi-Kertosono) 
Diruas Ngawi Kertosono ini, memegang wilayah Madiun, 
Caruban, Wilangan, dan Nganjuk.  
a) Gardu madiun, golongan kendaraan I dana yang masuk sebesar 
Rp. 36.000,00 dan untuk golongan kendaraan II-V nihil. Bagi 
hasilny dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 357,00. Bagi hasil 
dengan Bank BRI sebesar Rp. 44,00. Bagi hasil dengan Bank 
BNI sebesar Rp. 17,00. Bagi hasil dengan Bank BCA sebesar 
Rp. 103,00. Total dana pada e-Toll sebesar Rp. 521,00. 
b) Gardu Caruban, untuk golongan I dana yang masuk sebesar Rp. 
22.000,00, golongan II Rp. 2.000,00, dan untuk golongan III-V 
nihil. Jadi, subtotal dana yang masuk sebesar Rp. 24.000,00. 
Bagi hasil dengan Bank Mandiri Rp. 157,00, bagi hasil dengan 
Bank BRI Rp. 22,00. Bagi hasil dengan Bank BNI Rp. 1,00. 
Bagi hasil dengan Bank BCA Rp. 66,00. Total dana masuk di 
e-Toll Rp. 246,00. 
65 
 
 
c) Gardu wilangan, untuk golongan kendaraan I dana yang masuk 
sebesar Rp. 2.000, untuk golongan II-V nihil. dan di gardu ini 
tidak ad bagi hasil antar bank. 
d) Gardu Nganjuk, untuk Golongan I dana yang masuk sebesar 
Rp. 15.000,00, golongan II sebesar Rp. 1.000,00, golongan III-
V nihil. Jadi, subtotal dana yang masuk Rp. 16.000,00. Bagi 
hasil dengan Bank Mandiri Rp. 268,00. Bagi hasil dengan Bank 
BRI Rp. 37,00. Bagi hasil dengan Bank BNI Rp. 6,00. Bagi 
hasil dengan Bank BCA Rp. 76,00. Total dana yang masuk di 
e-Toll sebesar Rp. 981,00. 
4. MHI (Marga Hargaya Infrastruktur) 
Ruas ini mengelola tol di beberapa wilayah yang terdiri dari 
Mojokerto Barat, Jombang dan Bandar. Untuk dana yang masuk diruas ini 
pada golongan kendaraan I-V memiliki subtotal dana sebesar Rp. 
39.000,00. Untuk bagi hasil dengan Bank Mandiri sebesar Rp. 393,00. 
Bagi hasil dengan Bank BRI Rp. 52,00. Bagi hasil dengan Bank BNI Rp. 
17,00. Bagi hasil dengan Bank BCA Rp. 102,00. Total dana pada e-Toll 
sebesar Rp. 564,00. 
5. JSM (Jasa Marga SUMO atau Surabaya Mojokerto) 
Diruas ini, mengelola dengan cakupan wilayah tol yang terdiri dari 
daerah Waru Gunung, Driyorejo, Krian, Penompo. Untuk total dana yang 
masuk terdiri dari golongan kendaraan I-V, subtotal dana yang masuk 
sebesar Rp.127.000,00. Sedangkan subtotal bagi hasilnya dengan Bank 
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Mandiri Rp. 1.680,00. Subtotal bagi hasil dengan Bank BRI Rp. 97,00. 
Subtotal bagi hasil dengan Bank BNI Rp. 42,00. Subtotal bagi hasil 
dengan Bank BCA Rp. 461,00. Dengan total dana yang masuk pada e-Toll 
sebesar Rp. 2.280,00.
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BAB IV 
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KEUANGAN ELEK TOL DALAM 
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 
2004 
A. Sistem Bagi Hasil Keuangan Elektronik Tol dalam Perspektif Fikih 
Muamalah 
Permberian diskon dalam jasa layanan Elektonik tol kepada pengguna 
e-Toll Card ini sebagai sarana strategi promosi yang dilakukan oleh 
perusahaan. Terlepas dari bagaimana pengelolaan uang yang ada dalam saldo 
pelanggan, Jasa Marga melakukan kerja sama dengan beberapa bank 
konvensional maupun Syariah. Kerja sama disini dilakukan sebatas mitra kerja 
untuk mempermudah pengguna e-Toll Card dalam melakukan pengisian 
saldo. Sebagaimana yang diuraikan dalam data penelitian bahwa pengguna 
dalam melakukan top-up saldo e-Toll bisa melalui alfamart, ataupun melalui 
bank penerbit kartu atau merchant yang bekerjasama dengan bank penerbit 
kartu elektronik tol. 
Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak 
pertama (Shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan 
pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian 
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pengelola.
58
 Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 
kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 
tersebut.  
Bentuk kerjasama Mudharabah dibagi menjadi dua macam: 
c. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia 
modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang 
cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu 
dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.  
Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:  
1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 
nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian 
keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari 
penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal 
tersebut harus dicantumkan akad.  
2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku 
tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat 
penarikan lainnya kepada penabung. 
d.  Mudharabah Muqayadah  
Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan Mudharabah 
Muthalaqah yaitu mudharib dibatasi batasan jenis usaha, waktu, 
dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasnnya tersebut 
                                                             
58
 Linda Devi Afifi, Analisis Penerepan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi 
Pembiayaan Mudharabah pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang, Skripsi (Malang: 
Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahi, Malang, 2017), hlm 13.  
69 
 
 
seringkali cenderung umum shahibul maal dalam memasuki jenis 
usahanya.  
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :  
1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti 
oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan 
penyaluran dana simpanan khusus.  
2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian 
keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari 
penyimpanan dana.  
Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki 
nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh berdasarkan 
perbandingan nisbah yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan 
bunga pada bank konvensional. 
Adapun ketentuan yang di tetapkan dalam nisbah keuntungan 
adalah 
a. Prosentase menentukan besarnya nisbah. Nisbah 
keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase 
antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai 
“nominal Rupiah” tertentu misalnya shahibul mal mendapat 
Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp 40.000,00 Jadi 
nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 
60:40. 
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b. Bagi untung dan bagi rugi. Artinya besar kecilnya nisbah 
yang ditentukan berdasarkan dari hasil usaha yang peroleh. 
Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak 
mendapat bagian yangbesar pula dan sebaliknya jika laba 
bisnisnya kecil, keduanya mendapat bagian yang lebih kecil 
pula. Apabila pengelola dana mengalami kerugian yang 
bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan, maka 
risiko ditanggung bersama pula. Kecuali kerugian 
disebabkan karna adanya unsur kesengajaan maka pihak 
yang mengelola dana harus bertanggung jawab penuh atas 
kerugian tersebut. 
Dari teori diatas jenis transaksi yang dilakukan 
antara perusahaan Tol dengan pengguna e-Toll Card yang 
terjadi dalam pengisian saldo e-Toll ini tidak menyebutkan 
secara spesifik  kesepakatan antara kedua belah pihak. 
Karena saldo yang disimpan oleh pengguna e-Toll Card 
dan jasa marga sebagai perusahaan penyelenggara bisa 
mempergunakan saldo tersebut untuk kepentingan 
perusahaan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari 
saldo tersbut dan memberikan balas jasa atas manfaat yang 
diperoleh tersebut, jadi penulis menarik kesimpulan bahwa 
dari satu pihak memperoleh keuntungan dari saldo tersebut, 
tanpa adanya kesepakatan dari pihak pengguna e-Toll Card 
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dengan perusahaan tol, berapa besar manfaat yang 
diperoleh dari bagi hasil antara bank dan perusahaan.  
Mengutip pendapat Dr. Erwandi Tarmidzi, MA hukum 
pengggunaan e-Toll tidak haram namun apabila terdapat persyaratan 
yang melanggar syariat maka ini dihukumi haram. Akad yang dipakai 
dalam top-up inilah yang uang tersebut akan dimanfaatkan oleh 
perusahaan dengan cara diputar, mengingat saldo yang di top-up 
pelanggan tersebut tidak akan habis dalam waktu yang cepat, sehingga 
bank dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang 
menjadi permasalahan diskon e-Toll, dengan adanya diskon e-Toll ini 
dipakai untuk  menarik masyarakat agar semakin banyak yang 
melakukan top-up saldo sehingga perusahaan akan mendapat 
keuntungan.  
Kemudian salah satu prinsip dalam ekonomi Islam yaitu prinsip 
kejujuran dan kebenaran dimana prinsip ini merupakan sendi akhlak 
karimah, antara lain: 
a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi 
harus jelas, tegas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek 
akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. 
b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, setiap transaksi 
yang  merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak 
ketiga dilarang. 
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c. Prinsip mengutamakan kepentingan social. Prinsip ini 
menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus 
didahulukan tanpa mnyebabkan kerugian individu. 
d. Prinsip manfaat, objek transaksi harus memiliki manfaat, 
transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat 
dilarang. 
e. Prinsip transaksi yang mnegandung riba dilarang. 
f. Prinsip suka sama suka (saling rela, „an-taradin) 
g. Prinsip tiada paksaan, satiap orang memiliki kehendak yang 
bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan 
tarnsaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma 
keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
59
 
Dari penjelasam prinsip diatas terdapat penyimpangan atas 
pelaksanaannya terhadap e-Toll yaitu larangan atas prinsip transaksi yang 
mengandung riba dilarang dan penyimpangan atas prinsip suka sama suka. 
Karena e-toll ini muncul akibat adanya permainan perusahaan yaitu 
dengan menghapusnya transaksi tunai dan dialihkan dengan cara 
memberlakukan transaksi non-tunai, dengan syarat pengguna e-Toll Card 
harus melakukan penyimpanan atas saldonya kemudian saldo ini dipakai 
sebagai suntikan dana untuk perusahaan, sehingga ini dikategorikan 
mengambil manfaat atas pinjaman tersebut. Dan lagi pengambilan atas 
manfaat tersebut tanpa ada pemberitahuan lepada pengguna, sehingga akad 
yang dipakai juga tidak jelas. Apabila tidak ada permainan perusahaan 
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didalamnya maka seharusnya perusahaan memberikan penawaran kepada 
seluruh masyarakat untuk melakukan tarnsaksi baik tunai ataupun non-
tunai.  
B. Sistem Bagi Hasil Keuangan Elektronik Tol dalam Perspektis Fatwa 
MUI No. 1 Tahun 2004 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 telah mengharamkan bunga 
(interest) pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Dimana fatwa ini 
telah menetapkan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah 
memenuhi kriteria riba dan dihukumi haram. Hukum ini, berlaku kepda 
seluruh lembaga keuangan, lembaga keuangan syariah maupun individu 
untuk tidak melakukan praktek transaksi yang didasarkan kepada 
kepentingan bunga. Fatwa ini disikapi oleh berbagai macam oleh 
masyarakat ada yang bersikap pro ada juga yang bersikap kontra.  
Pengelolaan saldo pada e-Tol dianggap tidak sesuai dengan fatwa 
karena menggunakan sistem bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut 
masih adanya unsur bunga yang tidak diperbolehkan. Bagi hasil pada bank 
konvensional berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 mengandung 
unsur riba. Pengelolaan saldo pada e-Toll Card dialokasikan pada bank 
konvensional yang berarti di kelola berdasarkan prinsip bagi hasil bukan 
menggunakan prinsip Mudharabah yang berbasis pada syariah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Berdasakan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di kantor 
Trans Marga Semarang, tol jalur Solo-Semarang. Maka dari beberapa 
pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di Tol, praktik pengelolaan 
keuangan yang dilakukan antara pengguna e-Toll Card, pihak Bank dan 
perusahaan tol yaitu pengelolaan dana yang berasal dari saldo pengguna 
kartu tol, secara otomatis pihak Bank memperoleh banyak asupan dana, 
kemudian dana tersebut diputar sesuai dengan manajemen Bank dengan 
cara dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sehingga 
pihak Bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang mereka tetapkan 
atas pengembalian pinjaman tersebut. Dari keuntungan bunga tersebut 
Bank akan memberikan sebagian kepada mitranya yaitu perusahaan tol. 
Bank memperoleh keuntungan kurang lebih 50% dan perusahaan tol 50% 
atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari dana tersebut 
perusahaan tol menggunakan keuntungan yang diperolehnya untuk 
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mempercepat penghimpunan modal di infrastruktur lain, terutama energi. 
2. Bahwasanya ptaktek pengelolaan saldo e-Toll oleh bank konvensional, 
pada prinsipnya sudah menggunakan sistem bagi hasil. Namun sistem 
tersebut tidak sesuai dengan prinsip mudharabah, hal ini dikarenakan tidak 
adanya kesepakatan antara shahibul maal (pemilik saldo) dengan 
mudharib, yang seharusnya ada akad atau perjanjian terlebih dahulu. 
Sehingga shahibul maal tidak memperoleh pendapatan keuntungan dari 
pengelolaan saldo tersebut. Sedangkan jika dilihat dari Fatwa MUI No 1 
Tahun 2004 tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena terdapat beberapa 
unsur yang mengandurng riba, dari hasil perputaran dana saldo yang 
pengambilan keuntunganya berasal dari bunga dan dalam bentuk 
perolehan manfaat pendapatan hanya dari pihak Bank dan Perusahaan tol.  
B. Saran 
Dari akhir tulisan, penulis ingin menyampaikan, alangkah baiknya 
dari perusahaan tol memberikan pilihan pembayaran dalam bentuk tunai 
bukan hanya dalam bentuk non-tunai (e-Toll Card) saja, sehingga 
masyarakat memiliki pilihan  dalam melakukan transaksi ditol, dan 
mengetahui secara pasti dan jelas tentang pengelolaan keuangannya, kemana 
uang tersebut masuk. Sehingga, terciptalah kesejahteraan ekonomi 
masyarakat yang merata. Kepada para pembaca, penulis berharap agar skripsi 
ini benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi terhadap 
khasanah keilmuan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 : 
Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan wawancara TMJ Tol Salatiga 
dan Bawen. 
1. Bagaimana mekanisme penggunaan e tol  card itu sendiri? 
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan tol tersebut ? 
3. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya pengalihan pembayaran tol, 
yang semula pembayaran tunai menjadi non tunai? 
4. Apa saja kendala yang dihadapi baik para pekerja maupun  para pegawai 
kantor tol? 
5. Apa saja Keuntungan yang diperoleh masyarakat dari adanya 
pembangunan tersebut? 
6. Apakah untuk mendapatkan kartu e tol, masyarakat harus memiliki deposit 
di Bank yang ditentukan? 
7. Apakah ada batasan minimal deposit yang harus dimiliki oleh masyarakat? 
8. Untuk mendapatkan kartu e tol, apakah Trans Marga harus bekerja sama 
dengan bank Negeri atau boleh juga dengan Bank swasta? 
9. Bank apa saja itu? 
10. Yang kita tahu sebagai masyarakat bahwa Trans Marga adalah BUMN, 
apakah pengelola Tol juga harus BUMN? 
11.  (boleh) jika bekerja sama dengan pihak swasta apakah berbagi hasil 
dalam mengelola tol tersebut? 
12. Kalau memang berbagi hasil, berarti harus ada pengelolaan management 
keuangannya, bagaimana dengan sistem pengelolaan keuangan tersebut? 
  
 
13. Berapa persen yang diperoleh dari pihak Trans Marga dan dari pihak lain( 
swasta)? 
14. Saldo dalam e Toll Card, dipergunakan untuk apa sajakah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 2 : 
Foto wawancara bersama ketua pimpinan TMJ Tol Salatiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 3 : 
Wawancara bersama ketua pimpinan TMJ Tol Bawen 
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